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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatau program yang 

tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara yang wajib dilaksanakan oleh setiap calon Ahli 

Madya (A.Md) dengan tujuan agar yang bersangkautan dapat mengembangkan 

keterampilan dan memahami etika pekerjaan serta mendapatkan kesempatan 

dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya 

dengan kurikulum pendidikan.  

Didalam masa sekarang ini, calon Ahli Madya bukan hanya dituntut 

berkompeten dalam berbagai bidang tetapi  juga dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang diantaranya ; mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki 

wawasan yang luas, mampu mengambil keputusan dan bertanggng jawab. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan  suatu kegiatan 

pembelajaran dalam dunia kerja yang nyata yang bertujuan mengembangkan 

kreatifitas serta menumbuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berhubungan dengan pendidikan. PPL juga mampu melatih kamampuan calon 

Ahli Madya untuk menjadi pribadi ynag mandiri, mampu memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan dalam bekerja. Melalui PPL ini juga diharapkan agar 

dapat secara langsung melihat dan membandingkan bagaimana aplikasi dari 

landasan teori  yang diperolehnya dengan kenyataan yang ada dilapangan serta 

berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
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dibangku perkuliahan dan dapat memberikan ide-ide yang berguna juga memiliki 

rasa disiplin tanggung jawab derhadap tugas tugas yang diberikan kepadanya. 

Ini merupakan suatu tantangan bagi calon Ahli Madya sebagai sarana 

untuk mempersiapkan diri sebelum terjun kedunia kerja bagi lembaga-lembaga 

pendidik untuk menjawab tantangan mempersiapkan tenaga sumber daya manusia 

(SDM) yang dibutuhkan. Bagi dunia usuaha prakter kerja ini merupakan transfer 

ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil 

langkah-langkah masukan. 

B. Ruang lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Dalam kesempatan ini penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Medan 

Petisah yang terletak di jalan Asrama No.7A, Sei Sikambing C.II, Kec. Medan 

Helvetia, Kota Medan. Kegiatan PPL ini dilaksanakan sebulan lamanya yang 

terhitung mulai tanggal 01 februari 2019 sampai dengan tanggal 28 februari 2019. 

Dengan jadwal masuk dimulai dari hari senin sampai jumat pukul 08.00-17.00 

WIB. Melalui pelaksanaan PPL ini mahasiswa melaksanakan proses PPL 

layaknya seorang pegawai dengan tetap memperhatikan prosedur dan batasan-

batasan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan kerja di KPP Pratama Medan 

Petisah. Pada kegiatan PPL penulis ditempatkan di bagian seksi Pengolahan Data 

dan Informasi (PDI). Adapun tugas seksi PDI Antara lain: 

1. Menyusun rencana penerimaan pajak berdassaarkan ekonomi dan 

keuangan.  

2. Menatausahaan penerimaan pajak.  

3. Membuat laporan monitoring penerimaan pajak dan extra effort.  

4. Perbaikan komputer dan aplikasi komputer.  
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5. Penatausahaan alat keterangan.  

6. Penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengolaan data dan informasi.  

7. Pengaturan jaringan komputer keseluruh pegawai serta pengawasan 

terhadap penggunaan jaringan komputer.  

C. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) adalah : 

1. Memperkenalakan kepada calon Ahli Madya bagaimana situasi dan 

kondisi kerja yang sebenarnya. 

2. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosisal dengan orang lain 

didalam dunia kerja. 

3. Melatih kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, 

mampu bersikap lebih baik, mampu memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan dalam bekerja. 

4. Menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan terhadap jenis-

jenis perkerjaan, kemantapan, disiplin dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan A. 

Md di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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D. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Adapun manfaat dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

adalah: 

1. Calon Ahli Madya dapat memahami dunia pekerjaan secara nyata dan 

dapat menumbuhkan sikap profesionalisme dalam memasuki lapangan 

kerja yang sesuai dengan bidangnya. 

2. Memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai cara 

membina hubungan kerja yang profesional terhadap karyawan yang ada 

dalam lingkungan perusahaan. 

3. Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara Universitas 

Muhammdiyah Sumatera Utara dengan KPP Pratama Medan Petisah. 

4. Dapat menjelsakan langsung bagaimana operasional pada KPP Pratama 

Medan Petisah. 

2. Manfaat bagi Universitas 

Adapun manfaat dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

adalah: 

1. Terjalinnya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan 

perusahaan tempat mahasiswa PPL. 

2. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Program 

Pengalaman lapangan (PPL). 

3. Universitas lebih dikenal di dunia industri. 
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3. Manfaat bagi Instansi 

Adapun manfaat dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

adalah: 

1. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang 

melakukan PPL. 

2. Adanya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan 

Perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan 

akademis dan dunia pendidikan. 

3. Adanya orang yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya 

dengan adanya laporan-laporan PPL yang diberikan kepada perusahaan. 
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BAB II 

DESKRIPSI  DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat (2014:1) “pajak sebagai suatu  

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara keseahteraan secara umum”.  

Pengertian pajak menurut Waluyo (2010:1) “pajak adalah iuran wajib dari  

rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan timbal 

balik tidak langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara”.  

Berdasarkan pengertian pajak diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak  

adalah iuran wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan  

dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk keperluan negara  

dalam mencapai kesejahteraan rakyat. 

2. Fungsi Pajak  

Menurut fungsi nya pajak mempunyai 2 fungsi penting yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (Budgeter) 

Fungsi Anggaran adalah fungsi pajak untuk memperoleh uang atau dana 

dari masyarakat sebanyak–banyaknya dan digunakan untuk membiayai 
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pengeluaran pemerintah di sektor publik yang pemungutan nya berdasarkan 

undang–undang. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi Mengatur adalah pajak yang diperoleh dari masyarakat selain 

untuk dana anggaran juga dapat berfungsi mengatur tercapainya keseimbangaan 

perekonomian,sosial,politik dan sebagainya. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yang biasa 

digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah 3 sistem pemungutan 

pajak di Indonesia beserta penjelasan singkat diantanya yaitu: 

a. Official Assesment System  

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan 

kewenangan aparatur pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  

b. Self Assesment System  

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.  

c. With Holding System  

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku.  
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4. Pengertian Alat Keterangan Perpajakan 

Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2009 tentang 

pedoman administrasi pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data, alat 

keterangan adalah informasi berupa hasil pemecahan data gabungan menjadi data 

tunggal, hasil penyalinan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai data 

tunggal, atau hasil kegiatan pemeriksaan, diluar struktur basis data. Secara umum 

alat keterangan juga dapat diartikan sebagai data yang didapat dari pihak ketiga 

sebagai informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak. Informasi yang didapat dari pihak 

ketiga merupakan infomasi yang spesifik untuk tiap-tiap wajib pajak. Informasi 

didapat berupa data-data transaksi wajib pajak dengan pihak tertentu lengkap 

dengan nilai nominal transaksinya atau hanya merupakan informasi tentang data 

profil wajib pajak tersebut. Informasi tentang wajib pajak ini didapat dari hasil 

kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tersebut secara rutin 

memberikan datanya kepada Kantor Pelayanan Pajak maupun dengan cara pihak  

Kantor Pelayanan Pajak mencari sendiri ke pihak ketiga. Seperti misalnya, 

data pengalihan tanah dari Notaris/PPAT, data lelang, data transaksi yang belum 

dibayarkan kewajiban pajaknya dari KPP lain. 

Dalam ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak, data alat keterangan didapat 

dari dua sumber :  

1. Offline (Input Manual)  

Data data yang didapat oleh KPP dari pihak ketiga direkam kedalam 

sistem oleh petugas data entri. Petugas data entri menerima berkas-berkas dari 

pihak ketiga yang dibendel dalam satu SP (Surat Pengantar). Satu SP dengan satu 

nomor agenda merupakan induk untuk satu atau beberapa dokumen alat 
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keterangan. Tiap dokumen alat keterangan terdiri dari beberapa jenis data yang 

dapat direkam.  

2. Online  

Data dari pihak ketiga didapat dari database di Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak. Data alat keterangan terbagi dalam dua jenis, yaitu:  

a. Data Transaksi  

Data dari pihak ketiga yang telah diklasifikasikan dalam berbagai jenis tipe 

dokumen, yang berisi informasi tentang transaksi yang telah dilakukan oleh wajib 

pajak lengkap dengan nilai transaksinya dalam mata uang rupiah maupun kurs 

asing secara nominal maupun keterangan lainnya yang merepresentasikan 

transaksi tersebut, seperti luas tanah, berat barang, dan lain-lain.  

b. Data Informasi  

Data dari pihak ketiga yang hanya berupa informasi profil wajib pajak, 

data tersebut merupakan data tanpa nilai uang, seperti nomor izin usaha, dan lain 

sebagainya. 

5. Dasar Hukum Alat Keterangan Perpajakan 

Dasar hukum alat keterangan adalah sebagai berikut:  

a. UU KUP Pasal 35A ayat (1) yang berbunyi setiap instansi pemerintah, 

lembaga, asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi 

yang berkaitan dengan pepajakan kepada Direktorat Jendral Pajak yang 

ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012 tentang pemberian dan 

penghimpunan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.  
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c. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 tentang pedman 

administrasi pembangunan, pengolahan, dan pengawasan data.  

d. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor-74/PJ/2009 tentang petunjuk  

e. pelaksanaan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-45/PJ/2009. 

B. Deskripsi Data 

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Medan Petisah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 

tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah 

nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan 

gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor 

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 

melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.  

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang 

lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem 

modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu 

dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit kerja tersebut 

adalah : 
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1. KPP Madya Medan 

2. KPP Pratama Medan Barat 

3. KPP Pratama Medan Petisah 

4. KPP Pratama Binjai 

5. KPP Pratama Medan Belawan 

6. KPP Pratama Medan Kota 

7. KPP Pratama Medan Timur 

8. KPP Pratama Medan Polonia 

9. KPP Pratama Lubuk Pakam 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga 

kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan 

kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor 

Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah kerja kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan yng terdiri atas : 
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 Tabel II.1 

wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah 

Kecamatan medan sunggal Kecamatan medan helvetia Kecamatan medan petisah 

Kel. Sunggal 

Kel. Tanjung rejo 

Kel. Babura sunggal 

Kel. Simpang tanjung 

 

Kel. Kampung lalang 

Kel. Tanjung gusta 

Kel.  Cinta damai 

Kel. Sei sikambing C II 

Kel. Dwikora 

Kel. Helvetia 

Kel. Helvetia tengah 

Kel. Helvetia timur 

Kel. Petisah tengah 

Kel. Sei sikambing D 

Kel. Sekip 

Kel. Sei putih barat 

Kel. Sei putih tengah 

Kel. Sei putih timur 

Kel. Sei putih timur II 

 

      Yang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon :  

  1. Waskon 1 wilayah kerjanya meliputi :  

a. Kel. Sekip  

b. Kel. Sei Sikambing C II  

c. Kel. Sei Sikambing D  

d. Kel. Sei Putih Tengah  

e. Kel. Sei Putih Timur  

f. Kel. Helvetia Timur  

2. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :  

a. Kel. Petisah Tengah  

3. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :  

a. Kel. Sunggal  

b. Kel. Tanjung Rejo  

c. Kel. Helvetia Tengah  
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d. Kel. Tanjung Gusta  

e. Kel. Babura Sunggal  

f. Kel. Kampung Lalang  

4. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :  

a. Kel. Sei Putih Tengah  

b. Kel. Sei Putih Timur  

c. Kel.Cinta Damai  

d. Kel. Dwikora  

e. Kel. Helvetia  

f. Kel. Sei Sikambing B  

g. Kel. Simpang Tanjung  

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah  

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek good governance 

pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman 

dalam melakukan setiap kegiatan.  

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :  

1.  Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan modern  yang efektif, efisien, dan dipercaya 

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
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2.  Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah  

a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas 

dan efisiensi yang tinggi.  

b. Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan 

perpajakan dengan meminimalkan distorsi.  

c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.  

d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan 

aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta admistrasi 

perpajakan mutakhir.  

Moto Pelayanan Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah  

adalah PASTI singkatan dari Profesional, Amanah, Sederhana, Transparan, dan 

Inovatif.  

3.   Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah  

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Petisah menyelenggarakan fungsi :  

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).  

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.  
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3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.  

4. Penyuluhan perpajakan.  

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.  

6. Pelaksanaan ekstensifikasi.  

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.  

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.   

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.  

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.  

11. Pelaksanaan intensifikasi.  

12. Pembetulan ketetapan pajak.  

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).  

14. Pelaksanaan administrasi kantor.  

4.   Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah  

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis 

mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab 

masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur 

tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh 
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seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai berikut :  

1. Sub Bagian Umum.  

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).  

3. Seksi Pelayanan.  

4. Seksi Penagihan.  

5. Seksi Pemeriksaan.  

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.  

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.  

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.  

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.  

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.  

11. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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Gambar II.1 

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah 

5.  Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan 

Petisah  

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, 

dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok 

yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Untuk dapat 
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melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 14/PJ/2008, tanggal 13 Maret 2008, maka pembagian tugas dan wewenang 

masing-masing seksi adalah sebagai berikut :  

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  

1) Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan 

penyusunan rencana strategi kantor wilayah.  

2) Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak 

berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi, 

keuangan, dan realisasi penerimaan tahun lalu.  

3) Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman sesuai 

arahan kepala kantor wilayah.  

4) Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 

rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

5) Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategis dan 

potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

6) Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan 

potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.  

7) Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan 

pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak 

berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.  

8) Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi 

perpajakan.  

9) Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.  
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10) Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan 

tahunan PPh, pembayaran masa PPN/PPnBM dan PBB sektor 

Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) untuk mengetahui 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan pelaksanaan 

pemeriksaan pajak.  

b. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal  

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal 

pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta 

perlengkapan.  

Adapun tugasnya sebagai berikut:  

1) Penatausahaan surat masuk dan keluar.  

2) Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil 

pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan dari Ditjen 

Kemenkeu/BPK/ Unit Fungsional Pemeriksaan lainnya.  

3) Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyaraakat 

melalui pos maaupun secara langsung. 

4) Menyusun laporan berkala KPP, meliputi Laporan Ketertiban 

pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian 

Barang-barang milik negara dan lain sebagaainya.  

5) Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sessuai dengan 

peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.  
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6) Pengadministrasian hak-hak pegawai antaraa lain hak cuti, asuransi 

kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pengsiun dan 

sebagainya.  

7) Pengadministrasian gaji pegawai.  

8) Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaaan barang-barang 

kebutuhan kantor.  

9) Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola sistem 

akuntansi instansi.  

c.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha angka penerimaan 

pajak, pengalokasian, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi 

e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja. Adapun tugasnya sebagaai 

berikut :  

a. Menyusun rencana penerimaan pajak berdassaarkan ekonomi dan 

keuangan.  

b. Menatausahaan penerimaan pajak.  

c. Membuat laporan monitoring penerimaan pajak dan extra effort.  

d. Perbaikan komputer dan aplikasi komputer.  

e. Penatausahaan alat keterangan.  

f. Penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengolaan data dan 

informasi.  

g. Pengaturan jaringan komputer keseluruh pegawai serta pengawasan 

terhadap penggunaan jaringan komputer.  
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d.  Seksi Pelayanan  

Melaksaanakan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian 

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan 

dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, 

serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya 

sebagai berikut :  

1) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat-

surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT).  

2) Menatausahakan surat-surat masuk untuk seksi pelayanan.  

3) Menatausaahakan arsip atau berkas perpajakan.  

4) Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak serta permohonan NPWP.  

5) Menyelesaikan permohonan penghapusan NPWP dan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak.  

6) Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum.  

7) Pemberitahuan Wajib Pajak keluar atau pindah masuk.  

8) Menatausahakan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT 

masa PPh pemotong dan pemungut yang telah diterima kembali dalam 

rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.  

9) Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian 

SPT Tahunan PPh.  

10) Melayani peminjaman atau pengiriman berkas dari atau ke Kantor 

Pelayanan Pajak lain.  

11) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.  
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12) Mencetak surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT 

masa PPh, SPT masa PPN, yang tidak di sampaikan atau disampaikan 

tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.  

13) Menerbitka Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak 

(STP).  

14) Melaksanakan penyuluhan perpajakan.  

15) Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang 

dibutuhkan oleh Wajib Pajak. 

e. Seksi Penagihan  

Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan 

dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan 

dokumen-dokumen penagihan.  

Adapun tugasnya sebagai berikut :  

1) Menatausahakan surat masuk ke seksi penagihan.  

2) Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran atau 

pelunasan pajak.  

3) Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak.  

4) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Paksa.  

5) Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan 

melaksanakan penyitaan.  

6) Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak 

kepada pimpinan bank.  

7) Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggakan pajak yang 

telah disita.  
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8) Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap 

piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau tidak 

mungkin ditagih lagi.  

9) Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak.  

10) Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak. 

f. Seksi Pemeriksaan  

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Adapun 

tugasnya sebagai berikut :  

1) Menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan 

internal.  

2) Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.  

3) Menerbikan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan 

(SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.  

4) Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan nota 

perhitungan (Nothit).  

5) Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak.  

6) Membuat laporan tentang Wajib Pajak patuh.  

g. Seksi Ekstensifikasi  

Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, 

pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Adapu tugasnya sebagai berikut :  

1) Menatausahakan surat yang masuk ke seksi ekstensifikasi perpajakan.  
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2) Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP.  

3) Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan data 

perpajakan.  

4) Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiska.  

5) Pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).  

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak 

lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil Wajb Pajak, analis kinerja Wajib Pajak dalam 

rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian 

tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu). 

1) Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak 

yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).  

2) Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib 

Pajak.  

3) Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak 

benar.  

4) Pengusulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.  

5) Pengusulan Wajib Pajak patuh.  

6) Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat 

Keterangan Fiskal (SKF).  

7) Pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.  
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8) Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada 

Wajib Pajak.  

9) Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).  

10) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka 

pengawasan dan wajib pajak.  

11) Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (data maching).  

12) Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).  

i. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penilai  

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan 

Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, 

Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

simplifikasi dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan 

sistem informasi dimanfaatkan secara optimal. 

1) Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan 

lengkap.  

2) Melakukan pemeriksaan sederhana kantor.  

3) Membuat Nota Perhitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil 

Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).  

4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.  
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C.   Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL 

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah penulis 

melakukan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 

2019 sampai dengan 28 Februari 2019 yaitu setiap hari kerja di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Petisah. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada 

penulis selama berada di KPP Pratama Medan Petisah adalah sama dengan waktu 

kerja pegawai yaitu mulai pukul 08.00-12.00 WIB, kemudian istirahat sampai 

pukul 13.00 WIB. Lalu dilanjut sampai pukul 17.00 WIB.Selama PPL penulis 

ditempatkan dibagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) tepatnya di lantai 4 

KPP Pratama Medan Petisah untuk membantu merekam penatausahaan alat 

keterangan wajib pajak.  

Adapun jenis dan bentuk yang penulis kerjakan di Pengolahan Data dan 

Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Petisah antara lain: 

1. Menscan penatausahaan alat keterangan  

2. Merekam penatausahaan alat keterangan 

3. Mengantar berkas ke ruangan sekretaris 

2. Prosedur Kerja, Kendala Kerja dan Upaya Pemecahannya 

a. Prosedur Kerja 

 Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan KPP 

Pratama Medan Petisah adalah: 

1) Menscan Berkas Alat Keterangan  

Pegawai di bagian seksi PDI yaitu pak Hendri memberikan berkas yang di 

yang di letakkan di dalam map yang berisi berkas Alat Keterangan dan penulis 
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diminta untuk menscan berkas yang ada di map tersebut di ruangan bagian 

ekstensifikasi, setelah berkas semua selesai di scan penulis memberikan kembali 

berkas tersebut kepada pegawai di bagian seksi PDI. 

2) Merekam Berkas Alat Keterangan 

Pegawai di bagian seksi PDI yaitu pak Hendri memberikan tugas kepada 

penulis untuk merekam berkas Alat Keterangan. Awalnya pak Hendri membuka 

website SIDJP online di computer dan memasukan Username dan Password untuk 

masuk ke SIDJP online. Setelah itu penulis di ajarkan terlebih dahulu bagaimana 

cara merekam Alat Keterangan yang isinya yaitu penjualan, pembelian, 

pengalihan atas tanah dan bangunan. Setelah di ajarkan bapak hendri 

menyerahkan tugas tersebut kepada penulis untuk melanjutkannya 

3) Mengantar berkas ke ruangan sekretaris 

Pegawai di bagian seksi PDI yaitu pak Faiz memberikan penulis berkas 

yang sudah di masukan ke dalam map kemudian penulis mengantarkan map 

tersebut ke ruangan sekretaris. 

b. Kendala Kerja 

Kendala yang dialami selama proses Penatausahaan Alat Keterangan 

(Alket) di Seksi PDI diantaranya adalah data yang dilampirkan dari seksi terkait 

kurang lengkap atau terdapat nilai rupiah yang tidak sama pada satu Wajib Pajak. 

Sehingga data belum dapat segera diproses. Selain itu, computer yang digunakan 

untuk proses input juga sering error, sehingga menghambat proses perekaman. 

Padahal alket yang harus di rekam cukup banyak. 
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c. Upaya Pemecahannya 

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat 

melakukan pemecahan masalah yang terjadi, pemecahan masalah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Dalam proses perekaman Alket jika ada data yang kurang lengkap penulis 

memberikan data tersebut kepada pegawai di bagian seksi PDI. 

2) Jika terjadi koneksi jaringan ke internet yang lambat dalam perekaman  

Alket penulis meminta bantuan kepada pegawai bagian PDI yang ahli di 

bidang koneksi jaringan. 

D.   Analisis dan Pembahasan 

1.   Tata Cara Penatausahaan Alat Keterangan 

Alat Keterangan adalah informasi berupa hasil pemecahan data gabungan 

menjadi data tunggal, hasil penyalinan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai 

data tunggal, atau hasil kegiatan pemeriksaan, di luar struktur standar basis data. 

Perekaman hanya dapat dilakukan oleh pegawai tetap yang telah memiliki 

username dan password untuk masuk ke dalam SIDJP online. Untuk membantu 

tugas perekaman dan penatausahaan Alat Keterangan, username dan password 

dapat digunakan lebih dari satu orang. 

Dalam Alat Keterangan terdapat tiga poin utama yaitu poin Wajib Pajak, 

Data, dan Sumber. Berikut ini adalah form Alat Keterangan yang telah selesai 

direkam 
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Gambar II.2  

Form Alat Keterangan 

Prosedur operasi ini menguraikan Tata Cara Penatausahaan Alat 

Keterangan baik yang datang dari instansi lain (eksternal) maupun dari dalam 

KPP sendiri (internal) serta pengiriman Alket ke unit kerja lain. 

2.   Dasar Hukum 

Dasar hukum yang melandasi adalah Peraturan Menteri Keuangan Pasal 

61 Ayat 2 Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertical Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PMK ini disebutkan bahwa, Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai fungsi dan wewenang datam 

Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi PDI, Tata 

Cara Penatausahaan Alat Keterangan, Tata Cara Peminjaman Berkas Data/Alat 
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Keterangan oleh Seksi PDI Kepada Seksi Terkait, Tata Cara Penyusunan Rencana 

Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan 

Keuangan, Tata Cara Pembentukan Bank Data, Tata Cara Pemanfaatan Bank 

Data, Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan Kirim ke Kantor 

Pelayanan Pajak Lain, dan Tata Cara Pengolahan SPT dari Seksi Pelayanan. 

Sesuai dengan fungsi dan wewenang tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan 

di Seksi PDI pada KPP Pratama Medan Petisah adalah melakukan Penatausahaan 

Alat Keterangan. 

3. Surat Edaran Terkait 

 Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-

04/PJ.9.2001 tentang Pemrosesan Data Alat Keterangan, berisi: 

a. Penerimaan Data 

1) Penerimaan Data Berbentuk Lembar Dokumen 

a) Menerima Data Alat Keterangan bersamaan dengan media 

konfirmasi data master file 

b) Melakukan load data konfirmasi yang berisi data konfirmasi master 

file lokal dan data alat keterangan 

c) Melakukan pengecekan basil load data konfirmasi dengan surat 

pengantar 

d) Mengirim surat pengantar dan hasil load data Alat Keterangan ke 

petugas pengolah data di Seksi PDI 

b. Pengolahan Data 

1) Pengolahan Data yang Diterima dalam Bentuk Lembar Dokumen 
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Dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 

KEP-394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tatausaha 

Pengolahan Data (PTUPD 1992) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

2) Pengolahan Data yang Diterima Melalui Transfer oleh Petugas Pengolah 

Data di Seksi PDI 

a) Menerima surat pengantar dan hasil load data Alat Keterangan dari 

Operator Console 

b) Melakukan identifikasi data Alat Keterangan meliputi pencocokan  

NPWP, nama, dan alamat WP berdasarkan surat pengantar yang 

diterima dengan NPWP, nama, dan alamat master file local  

c. Pengiriman Data Oleh Petugas Pengolah Data di Seksi PDI 

1) Untuk KPP Non VSAT 

a) Pengiriman Data ke Kanwil DJP 

Dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

: KEP-394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tata 

Usaha Pengolahan Data (PTUPD 1992) di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak 

b) Pengiriman Data ke KPP 

Melakukan pengiriman data ke KPP lain melalui menu Pengiriman 

Data dan Pengiriman data Alat Keterangan dilakukan bersamaan 

dengan transfer data tanggal 5 dan 20 setiap bulan 

2) Untuk KPP VSAT 

Pengiriman dan penarikan data dilakukan dengan menjalankan. Menu 

Transfer Data Alat Keterangan 
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d. Penyimpanan Data Oleh Pelaksana di Seksi PDI 

1) Mencetak Daftar Register Identitas Data (Reg ID) per surat pengantar 

2) Menempelkan Daftar Reg ID pada surat pengantar 

3) Menyimpan dokumen asli per nomor agenda pada surat pengantar 

e. Permintaan Data oleh Pelaksana di Seksi PDI 

1) Dalam Hal Fisik Data berada di KPP sendiri  

a) Menerima daftar permintaan data dari Unit Pengguna Data 

b) Mencari fisik data ke tempat penyimpanan data berdasarkan nomor 

Register Identifikasi Data. Dalam hal fisik data yang diminta adalah 

dokumen asli, petugas membuat fotokopi dokumen tersebut untuk 

menggantikan fisik dokumen asli pada tempat penyimpanan data 

c) Menyerahkan fisik data ke Unit Pengguna Data 

2) Dalam Hal Fisik Data berada di Unit Pengolahan Data Lain 

a) Membuat surat permintaan data, untuk ditandatangani Kepala Seksi 

PDI 

b) Mengirim surat permintaan data yang dilampiri daftar NPWP, Nama, 

dan Register ID, melalui faksimili ke Unit Pengolah Data yang 

bersangkutan 

c) Menerima fisik dokumen dan surat pengantar pengiriman data dari 

Unit Pengolah Data lain 

d) Membuat daftar register identifikasi data untuk digabung dengan 

surat pengantar pengiriman data 

e) Menyerahkan fisik data ke Unit Pengguna Data setelah dicatat di 

buku register peminjaman data. 
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4. Pihak yang Terkait 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Ketika KPP yang bersangkutan menerima Alat Keterangan dari Instansi 

lain, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas meneliti, memberi 

disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Kepala Seksi PDI 

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas meneliti, memberi 

disposisi, dan menugaskan Pelaksanan Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

untuk memproses Alat Keterangan lebih lanjut. Hingga akhirnya meneliti dan 

approval Alket serta, menandatangani tanda terima pada Surat Pengantar 

Pemberitahuan Penerimaan Data Alat Keterangan dan Surat Pengantar 

Pengiriman Data Alat Keterangan, kemudian mengembalikannya kepada 

Pelaksana Seksi PDI. 

c. Pelaksana Seksi PDI 

Pelaksana seksi PDI bertugas meneliti Alat Keterangan dari Kepala seksi 

PDI. Apabila Alat Keterangan berasal dari KPP lain, Pelaksana seksi PDI 

kemudian merekam, memvalidasi dalam system aplikasi computer, dan mengisi 

kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan Penerimaan Data Alat 

Keterangan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi hingga penerimaan 

kembali Alket dan proses pengarsipan. Kemudian, untuk Alat Keterangan yang 

berasal dari KPP sendiri Pelaksana seksi PDI memisahkan tugas berdasarkan 

tujuan Alket nantinya. Pada Alket untuk KPP Sendiri, Pelaksana seksi PDI 

merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer, kemudian 
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mengarsipkan Alket tersebut. Namun, jika Alket untuk KPP lain Pelaksana seksi 

PDI membuat Surat Pengantar Pengiriman Data Alat Keterangan untuk di 

tandatangani Kepala PDI hingga penyampaian Alket beserta Surat Pengantarnya 

ke Subbagian Umum untuk dikirim ke KPP terkait. 

d. Seksi Terkait 

Seksi terkait dalam hal ini yaitu Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawas dan 

Konsultasi I, Seksi Pengawas dan Konsultasi II, Seksi Pengawas dan Konsultasi 

III bertugas mengirimkan Alat Keterangan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data 

dan Informasi yang nantinya akan diproses sesuai ketentuan. 

e. Unit Kerja Lain 

Unit kerja lain adalah instansi lain yang mengirimkan surat berupa Alat 

Keterangan (Alket). Hal ini berkaitan dengan prosedur kerja Alat Keterangan dari 

Instansi Lain. 

5.   Prosedur Kerja 

a. Alat Keterangan dari Instansi Lain 

1) Kepala KPP Pratama Wonosari menerima surat berupa Alat 

Keterangan (Alket) dari instansi lain, meneliti, memberi disposisi 

dan meneruskan kepada Kepala Seksi PDI 

2) Kepala Seksi PDI meneliti, memberi disposisi dan menugaskan 

Pelaksana Seksi PDI untuk memproses lebih lanjut 

3) Pelaksana Seksi PDI meneliti Alket dan melakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

4) Merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer 
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5) Mengisi kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan 

Penerimaan Data Alat Keterangan tersebut dan menyampaikan 

kepada Kepala Seksi  

6) Kepala Seksi PDI meneliti dan approval Alket serta 

menandatangani kolom tanda terima pada Surat Pengantar 

Pemberitahuan Penerimaan Data Alat Keterangan, kemudian 

mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi PDI 

7) Pelaksana Seksi PDI menerima Alket kemudian mengarsipkan 

8) Proses selesai 

b. Alat Keterangan dari Instansi Sendiri 

1) Seksi terkait mengirimkan Alat Keterangan kepada Kepala Seksi 

PDI  

2) Kepala Seksi PDI meneliti, memisahkan Alket untuk KKP lain 

atau untuk KPP sendiri 

3) Kepala Seksi PDI memberi disposisi dan menugaskan Pelaksana 

untuk memproses lebih lanjut 

4) Pelaksana meneliti Alket dan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Alat Keterangan untuk KPP sendiri 

Merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer, 

kemudian mengarsipkan Alket tersebut 

b) Alat Keterangan untuk KPP lain  

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Data Alket  
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5) Kepala Seksi PDI meneliti dan menandatangani Surat Pengantar 

Pengiriman Data Alat Keterangan, kemudian mengembalikannya 

kepada Pelaksana Seksi PDI 

6) Pelaksana Seksi PDI menyampaikan Alket beserta Surat 

Pengantarnya ke Subbagian Umum untuk dikirim ke KPP terkait 

melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP 

7)   Proses selesai. 

 

       Gambar II.3 

Tata Cara Penatausahaan Alket dari Instansi Lain 
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        Gambar II.4  

Tata Cara Penatausahaan Alket dari KPP Sendiri 

 Dari Pelaksaan Pogram Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan 

Penulis di KPP Pratama Medan Petisah, bahwasannya prosedur Tata Cara 

Penatausahaan Alat Keterangan telah sesuai dengan Dasar Hukum Tata Cara 

Penatausahan Alat Keterangan Perpajakan.  
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi merupakan salah satu dari delapan 

Seksi yang berada di KPP Pratama Medan Petisah. Salah satu kegiatan yang 

dilakukan di Seksi PDI pada KPP Pratama Medan Petisah adalah melakukan 

Penatausahaan Alat Keterangan. Alat Keterangan adalah informasi berupa hasil 

pemecahan data gabungan menjadi data tunggal, hasil penyalinan informasi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai data tunggal, atau hasil kegiatan pemeriksaan, di luar 

struktur standar basis data.  

Kendala yang dihadapi oleh Seksi PDI adalah kurangnya jumlah pegawai 

untuk menjalankan semua prosedur kerja yang ada di Seksi PDI. Selain itu, 

computer yang digunakan juga sering error, sehingga menghambat proses bekerja. 

Solusi yang bisa dilakukan diantaranya menambah jumlah pegawai di Seksi 

tersebut. Penambahan dapat dilakukan dengan cara memindahkan beberapa 

pegawai di Seksi lain ke Seksi PDI atau dengan menempatkan lebih banyak 

pegawai On the Job Training (OJT) di Seksi PDI. Serta computer yang sering 

error harus segera di perbaiki agar tidak menjadi penghambat dalam proses 

bekerja. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah: 

1. Hendaknya mempersiapkan diri lebih awal agar mampu menghadapi 

dunia kerja ditempat PPL dengan baik. 
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2. Hendaknya mempelajari prosedur kerja tempat PPL agar benar-benar 

mengetahui budaya kerja yang diterapkan. 

3. Bagi instansi sebaiknya memberikan arahan terlebih dahulu terhadap 

peserta PPL saat pertama kami masuk maupun saat penempatan pada 

seksi yang berbeda. 

4. Dilakukannya Penambahan jumlah pegawai di seksi PDI dengan cara 

memindahkan pegawai seksi lain ke seksi PDI. 

5. Untuk permasalah computer yang error dan juga jaringan yang lambat 

saat terkoneksi ke internet sebaiknya di perbaiki segera agar kedepannya 

dapat mempelancar proses dalam bekerja. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Dokumen KPP Pratama Medan Petisah 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 (1) tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.9/2001 tentang 

Pemrosesan Alat Keterangan 

 


















